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Diduga Perbup Pembebasan Lahan Bermasalah
Kejari Seluma Temui Ahli Kemendagri

SELUMA - Penyidikan kasus dugaan
korupsi pembebasan lahan perkan-
toran Pemerintah Kabupaten (Pemk-
ab) Seluma pada tahun anggaran 2009,
2010 dan 2011 memasuki tahap akhir.

Terbaru, Kasi Pidana Khusus (Pid-
sus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma
bersama jaksa penyidik mendatangi
tim ahli Kemendagri uniuk mengusut
kasus tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kejari
(Kajari) Seluma, Dr. Eka Nugraha, SH,
MH, memhbenarkan adanya upaya
berkoordinasi dengan Kemendagri.

Tepamta kepada ahli perundang-un-
dangan Kemendagri. Halini dilakukan
sembari jaksa menunggu hasil audit
kerugian negara dari Kantor Akuntan
Publik (KAP).

“Saat ini kasus sudah di tahap akhir
dan tinggal menunggu hasil audit
kerugian negara dari KAP. Kemarin
Kasi Pidsus juga berangkat ke Jakarta
untuk memintai keterangan ahli dari
Kemendagri terkait perundang-un-
dangan,” ungkap Kajari Seluma.

Pemeriksaan ahli perundang-un-
dangan dilakukan untuk memastikan
keabsahan Peraturan Bupati (Perbup)
yang diterbitkan mantan Bupati Se-
luma, H. Murman Effendi, karena
dalam perbup tersebut memuat anghka
atau nominal nilai pembebasan lahan
yang diduga bermasalah.

Jika hasil audit kerugian negara
sudah diterima dan keterangan ahli
dari Kemendagri sudah lengkap,
Kejari Seluma memastikan akan
segera menetapkan tersangka dalam
kasus ini.

“Apabila hasil audit dan keteran-
gan ahli sudah lengkap, kami segera
tetapkan tersangka dalam kasus pem-
bebasan lahan perkantoran Pemkah
Seluma tahun 2009-2011," tegas Eka.

Saat dikonfirmasi, Kasi Pidsus, Ah-
mad Ghufroni, SH, MH membenarkan
adanya koordinasi dengan ahli dari
Kemendagri, namun untuk detailnya
belum dapat dijelaskan lebih spesifik.

“Memang benar ada koordinasi,
untuk memastikan perbup dari proses
pembebasan lahan,” singkat Ghufroni.

Ditambahkan Ghufroni, dalam pros-
es penyidikan sejauh ini juga ada fakta
terbaru vang didapat, yaitu jumlah
luas lahan waktu pengadaan pembe-
basan lahan dengan yangfisik realnya,

belumsesuai ukurannya,
artinya terdapat dugaan lahan fiktif
didalam proses pembebasan lahan.

“Informasi yang kita dapat sejauh
ini, luas lahan waktu pengadaan
dengan kondisi fisiknya tidak sama,
artinya ada dugaan lahan fiktif didalam
proses pembebasan lahan ini,” sampai
Ghufroni.

Untuk diketahui dalam mengusut
kasus pembebasan lahan ini, Kejari
Seluma mengajukan permintaan ke-
pada KJPPuntuk memastikan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOF) lahan, sedangkan
KAP untuk mengolah atau audit data
yang nantinya akan mengarah kepada
jumlah kerugian negara.

Disampaikan Kasi Pidsus, bahwa saat
ini mereka masih akan melakukan
singkronisasi seluruh data yang ada
sehingga bidikan tidak meleset.

Adapun total pembebasan lahan
dalam rentang 2009 hingga 20211
tersebut diketahui mencapai Rpll
miliar, dengan rincian luas lahan pada
tahun 2009 seluas 20 hektare, pada
tahun 2010 seluas 18 hektare, dan
terakhirtahun 2011 seluas 16 hektare.

Untuk lokasi mencakup di beberapa
titik lahan di komplek perkantoran
Pemkab Seluma, saat ini di atas la-

han sudah berdiri Dinas
Perikanan, Dinas Kominfo,
Dinas Sosial, Dinas PUPR,
Inspektorat Seluma, Kes-
bangpol, Dinas Li

Hidup, Dinas Perkimhub
Seluma dan beberapa dinas
lainmnya.

Diketahui, kasus pem-
bebasan lahan ini diusut
setelah melakukan pen-
dalaman terhadap kasus
tukar guling lahan, diduga
dua kasus ini masih erat
berkaitan. [zzzx)



